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ABSTRAK

Nama . Ikbal Afzal

NIM : 160104048

Fakultas/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Ditinjau

Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) huruf
e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Jinayat)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2023
Tebal Skripsi . 51 Halaman
Pembimbing I  : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing Il : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Pembuktian; Jarimah pemerkosaan; Anak

Pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak di Mahkamah Syar’iyah Aceh
merupakan suatu polemik yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan hakim
menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum
ditolak dengan pertimbangan bahwa video yang berisikan mengenai kesaksian
korban tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini dikarenakan sang anak hanya
memberi jawab dengan mengangguk tanpa mengeluarkan satu katapun. Hal ini
sangat bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013 yang menyatakan bahwa bukti elektroik dapat dijadikan sebagai
bukti seseorang dalam melakukan suatu jarimah. Penelitian ini untuk
mengetahui permasalahan Bagaimana pembuktian jarimah pemerkosaan
terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Bagaimana pandangan hukum
pidana Islam Terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak yang
terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis
dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian
menyatakan bahwa dengan hakim menolak segala alat bukti yang diberikan oleh
pihak Jaksa Penuntut Umum serta hakim tidak mempertimbangkan efek
kerugian yang dialami korban. Selain itu, dalam Hukum Islam hal ini sangat
bertentangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan
tidak ada orang yang menyaksikan bahwa sang anak di perkosa oleh pelaku.
Maka dari itu penyelesaiannya perlu adanya Hukum Islam.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No.| Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik
| 5
! dilambangkan - ! dibawahnya
9 o B 17 3 B z Qengan titik
di bawahnya
3| = T 18 g :
. , s dengan titik .
4 = S diatasnya | 19 4 Gh
5 d J 20 - F
h dengan titik i
6 C h di bawahnya | 21 it Q
& Kh 22 d K
3 D 23 J L
. . z dengan titik
9 5 Z diatasnya | 24 ¢ M
10 J R 25 o N
11 J z 26 3 W
12 o S 27 o h
13 o Sy 28 s ’
s dengan titik
14 | ga S dibawahnya | 29 ¢ y
. d dengan titik
15| o= d di bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
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tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
g Fathah A
o Kasrah 1
g Dammah U

b. Vokal Rangkap
VVokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
| el Fathah dan ya Ai
3 & Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Js = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda

Harkat dan huruf Nama
sl Fathah dan alifatau ya A
¢ Kasrah dan ya 1
5 Dammah danwau U
Contoh:
Jé : qala
) : rama



Jé : qila

38 : yaqiilu

. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

. Ta marbutah (3) hidup

Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

. Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
ki Ly, - raudah al-agfal/ raudatulagfal

£33 3ial) ABaali s al-Madinah al-Munawwarah / alMadinatul

Munawwarah

sk © Talhah



Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sosial pada saat ini, membuktikan bahwa semakin banyak terjadi
kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu contoh
kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu kejahatan
pemerkosaan. Dalam beberapa daerah terdapat kejahatan pemerkosaan yang
dialami oleh perempuan biasa dan anak perempuan di bawah umur.Yang lebih
ironisnya, kejahatan ini dibarengi dengan kekerasan secara fisik hingga
pembunuhan.

Kejahatan ialah suatu perilaku melanggar hukum atau norma sosial yang
berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, sehingga masyarakat sangat
menolaknya. Dalam pandangan sosial, kejahatan merupakan suatu peristiwa sosial
yang terjadi disetiap tempat dan waktu. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa
permasalahan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat lokal, bahkan masyarakat
dunia juga merasakan.

Anak merupakan suatu titipan dari Allah SWT yang pada hakikatnya sudah
terlekat harkat serta martabat sebagai manusia yang utuh. Setiap anak mempunyai
hak yang harus diberikan tanpa harus diminta serta setiap anak juga memiliki
harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan suatu
pembangun bangsa yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembankan
hasil pembangunan yang telah ada. Oleh karena itu, anak harus diberikan
perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan sang anak secara

fisik, mental, serta sosial sang anak agar utuh, serasi, dan seimbang.!

! Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997), him.
2-3



Pemerkosaan menurut definisi yuridis peraturan perundang- undangan di
Indonesia (KUHP) adalah suatu perilaku memaksa seorang wanita yang bukan
istrinya untuk bersetubuh dengannya menggunakan kekerasan bahkan
mengancaman si wanita tersebut. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan” menunjukkan betapa mengerikannya pemerkosaan tersebut.
Pemaksaan hubungan kelamin yang dialami oleh wanita yang tidak meginginkanya
akan menimbulkan kesakitan yang sangat luar biasa, bahkan kejahatan tersebut
dibarengi dengan kekerasan fisik. Akibat yang sangat fatal adalah dampak psikis
yang dialami oleh korban.

Dalam peraturan perundang-undangan maupun pemahaman secara umum,
korban pemerkosaan identik dengan perempuan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di
lingkungan masyarakat pada saat ini, korban pemerkosaan dan dan kekerasan
seksual sudah sangat luas bahkan pelakunya sangat sadis. Dari segi pelaku juga
semakin luar biasa, dijalani oleh kerabat korban sendiri seperti orang tua sendiri,
anak-anak di bawah umum kepada anak-anak, guru kepada murid dan lain-lain.
Tidak berhenti disitu saja, pemerkosaan sering kali dibarengi tindakan kriminal
lainnya seperti perampokan, pembunuhan, dan penyiksaan secara fisik.?

Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan
bahwa terkait angka kejahatan kekerasan seksual pada 2015 sangat tinggi.
Kemudian tahun 2016 dan 2017 turun drastis. Namun di awal tahun 2018 kembali
tinggi. Januari saja lebih dari puluhan kasus yang terpantau. Motif dari kasus
kekerasan seksual ini ada beberapa hal, antara lain karena faktor ekonomi, dendam
maupun dorongan seksual tinggi.

Sejauh ini, wilayah Aceh termasuk daerah yang rentan terhadap kasus
pemerkosaan atau pelecehan seksual baik kepada anak laki-laki maupun

perempuan. Diakui atau tidak, faktor rendahnya pendidikan merupakan pemicu

2 Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana. Abortus Provocatus, Bagi Korban
Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya
Yogyakarta. 2001), him. 96.



utama terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
Pendefinisian perempuan di kalangan masyarakat, yang mendudukkan wanita
sebagai “cobaan” atau sebagai “penyebab” telah menjerumuskan mereka pada
pemahaman betapa tidak mulianya posisi perempuan didalam masyarakat.
Akibatnya, banyak kasus pemerkosaan yang kemudian didiamkan dan sangat
sedikit yang bermuara kehukum, bahkan diantara yang muncul di pengadilan,
seringkali pula pelakunya diberikan hukuman yang ringan.?

Pada tahun 2016, beberapa media dan komisi perempuan menyatakan Aceh
sebagai daerah yang tertinggi kasus kekerasan seksual, termasuk didalamnya
pemerkosaan. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerkosaan menjadi salah satu
jarimah di dalam ganun hukum jinayat. Meskipun demikian, pada praktiknya
dilapangan banyak pihak yang kecewa karena ringannya ‘uqubat yang dijatuhkan
kepada pelaku yaitu berupa cambuk yang tidak begitu “menyakitkan”, tidak seperti
cambuk yang ada di negeri Islam lainnya. Setelah menerima cambukan, pelaku
kekerasan seksual dengan bebasnya berkeliaran di tengah masyarakat.

Hukum Islam juga mengatur mengenai pemerkosaan. Bagi pelaku
pemerkosaan dijatuhkan hukuman lebih berat dari pada pelaku pezina. Hal ini
dilakukan karena si pelaku melakukan perbuatan zina serta melakuakn pemaksaan
terhadap korban, pelaku mendapatkan hukuman ta’zir yang diteteapkan oleh uli
amri.Terkait dengan perbuatan zina dan pemerkosaan dibedakan dari pemberian
hukuman pelaku zina diberikan kepada kedua belah pihak, sedangkan hukuman
bagi pelaku pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan dalam hal
ini korban tidak dijatuhkan hukuman. Pada masa Nabi Muhammad Saw pernah
terjadi pemerkosaan terhadap wanita. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw tidak

menjatuhkan hukuman untuk si wanita tersebut.*

% Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,
(Artikel dipublikasi di https:/Aww.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-
seksual-terhadap-anak), pada 27 September 2017.

4Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Bandung: Alma’arif, 1990), hlm. 141.
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Istilah “pemerkosaan” di dalam qanun hukum jinayat menunjukkan
pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana disebutkan didalam pasal
1 angka 30 :” Pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang
lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku
atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut
korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman
terhadap korban”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur
sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah pemerkosaan :

1. Bersifat hubungan seksual

2. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap
faraj, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau faraj
korban

Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan

4. Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.

Dalam ganun hukum jinayat di Aceh, ‘uqubat bagi pemerkosa terhadap tiga
kategori, tergantung kepada jenis korban. Pertama, pemerkosaan terhadap orang
dewasa (laki-laki atau perempuan), ancaman ‘uqubat-nya paling sedikit cambuk
125 kali, paling banyak 175 cambuk atau denda emas paling sedikit sebanyak
1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara
paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Kedua, pemerkosa terhadap
mahram, ancaman ‘uqubat-nya dengan takzir cambuk paling sedikit 150 Kkali,
paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling
banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama
200 bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang
berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua



puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau
denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni,
paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau
penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175
(seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Akan tetapi, mengenai pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang
merupakan mahram dari pelaku dijatuhkan hukuman yang terdapat dalam Pasal 49

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan
terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) Kkali,
paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu
lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas
murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling
lama 200 (dua ratus) bulan.

Dalam perkara jarimah pemerkosaan, korban dapat meminta kepada majelis
hakim untuk dijatuhkan ‘uqubat restitusi kepada pelaku pemerkosaan dengan
besaran maksimal 750 gram emas murni dan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan terhukum.

Itulah kategori atau kralifikasi ‘uqubat bagi pemerkosa yang ada di dalam
ganun hukum jinayat di Aceh, Menurut penulis, ada banyak hal yang menjadi
perhatian kita bersama khususnya terkait ‘uqubat bagi pemerkosa ini, mengingat
banyaknya kasus yang muncul di permukaan berdasarkan fakta, misalnya,
seringkali terjadi pemerkosaan diiringi dengan kekerasa fisik pada korban mulai
dari yang ringan hingga yang berat seperti luka-luka dan pembunuhan korban, akan
tetapi idealnya jika terjadi kekerasan fisik yang menimbulkan luka, asas keadilan
‘uqubat-nya berbeda dengan pemerkosaan yang tidak menimbulkan luka pada
korban.

Adapun mengenai pembuktiannya, pencarian atau penemuan kebenaran
materil secara umum adalah tujuan dari hukum acara pidana atau secara khusus

yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana atau sebenarnya lebih tepat disebut



sebagai tujuan dari hukum pembuktian. Merujuk pada tujuan KUHAP, maka perlu
ditekankan bahwa kebenaran materil ini adalah suatu kebenaran hukum, sebagaian
suatu kebenaran hukum penyebutan kebenaran yang selengkap-lengkapnya atau
juga adakalanya disebut kebenaran yang sebenar-benarnya adalah tetap terbatas
pada kebenaran yang di dapat dalam batasan hukum. Peradilan hanyalah suatu
wadah untuk merekontruksi sama seperti yang terjadi pada saat itu dan kemudian
menerapkan hukum yang tepat. Namun hukum tidak bisa kembali pada masa yang
lalu dan penerapan hukum bisa keliru. Peradilan sendiri terbatas pada apa yang di
bawa oleh pihak-pihak yang berperkara dalam mengambil putusan.

Peradilan terbatas pada hukum substantive dan formil yang mengatur proses
pembuktian. Proses pembuktian adalah kenyataan hukum sementara pencarian atau
penemuan kebenaran merupakan landasan filosofis atau cita-cita atau tujuan dari
suatu proses peradilan, atau dengan kata lain das sein adalah pembuktian yang ada
dan das sollen adalah penemuan kebenaran.®

Setelah diketahui mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 49 Qanun
Nomor 6 Tahun 2014, pembuktian kasus pun dilakukan untuk membuktikan bahwa
si pelaku melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak atau tidak. Dalam Pasal
181 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi:

“ Alat Bukti yang sah terdiri atas:
Keterangan Saksi
Keterangan Ahli

Barang Bukti

Surat

Bukti Elektronik
Pengakuan Terdakwa
Keterangan Terdakwa”

@meoooTw

SAli Abu Bakar dan Zulkanair Lubis, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Prenamedia, 2019),
him. 106-112.



Akan tetapi, pada faktanya si pelaku tidak dijatuhkan hukuman cambuk
dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum tidak dapat
dikatakan sah. Pada saat itu, Penuntut Umum memberikan salah satu bukti video
yang berisikan pengakuan korban yang telah diperkosa oleh terdakwa. Hal ini
sangat bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

Oleh karena itu, peneliti ingin menarik penelitian yang berjudul
“Pembuktian jarimah pemerkosaan Terhadap Anak Analisis menurut Hukum
Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak yang
terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam Terhadap pembuktian
jarimah pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat
(1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak yang
terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam Terhadap pembuktian
jarimah pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat

(1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.



D. Kajian Pustaka
Sepanjang bacaan penulis tidak ditemukan penelitian yang berkaitan dengan

proses pembuktian terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak. Akan tetapi,
peneletian yang berkaitan dengan judul “Pembuktian Jarimah Pemerkosaan
Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181
Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)”,
telah ditulis oleh beberapa orang, antara lainnya adalah:

Pertama, Meri Andani termuat dalam jurnal yang berjudul “Kewajiban
Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus
Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh N0.6/2014 Tentang Hukum Jinayat),
dalam jurnal tersebut membahas mengenai kewajiban korban pemerkosaan untuk
menyertakan alat bukti permulaan saat melakukan pengaduan, hal ini sesuai dengan
Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Hukum Jinayat.

Kedua, Sigit Setyo Pramono di dalam Skripsi yang berjudul “Studi Analisa
Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap
Yurisprudensi Mahkamah Agung repulbik Indonesia Tanggal 29 September 1997
Nomor 821K/Pid/96 tentang Tindak Pidana Perkosaan)” terdapat pembahasan
mengenai bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam setiap
unsur delik dari Pasal 285 KUHP, bagaimana persepsi Hukum Pidana Islam
terhadap Tindak Pidana Perkosaan.

Ketiga, Miftahu Charina Mahasiswi dari Program Studi Jinayah Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam
skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah
Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas PN Depok)” yang
bertujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Depok Terhadap Tindak
Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah umur, pandangan hukum Pldana
Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Perkara
475/P1D/B/2008/PN.DPK tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, serta



mengetahui ketimpangan hukum yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri
Depok dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

Keempat, Mohamad Fadhila Agusta di dalam Skripsi yang berjudul “Tindak
Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:
1459/Pid/B/2013/PN.Mks)” terdapat pembahasan mengenai pendangan hukum
pidana islam tentang perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, pandangan
hukum positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung, penjatuhan pidana
islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:
1459/Pid/B/2013/PN.Mks tentang Perkosaan yang dilakukan ayah kandung.

Kelima, Ahmad Abdul Aziz di dalam skripsi yang berjudul “Tinjaun
Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
469/Pid.B/2010/Pn. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah
Umur” terdapat pembahasan mengenai mengetahui dasar pertimbangan Hakim
dalam penetapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
469/Pid.B/2010/Pn. Smg. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur,
mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Semarang
No. 469/Pid.B/2010/ Pn. Smg tentang Pemrkosaan Terhadap Anak Di Bawah
Umur.

Dari judul buku, skripsi dan jurnal diatas, tidak ditemukan fokus kajian
yang membahas secara detail mengenai pandangan Hukum Pidana Islam dalam

Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak.

E. Penjelasan Istilah
Judul skripsi yang dibahas oleh peneliti, yaitu: “Pembuktian Jarimah
Pemerkosaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam
(Analisa Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

Acara Jinayat). agar mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan
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mengenai judul diatas, maka penulis menganggap perlu memberikan penjelesan
mengenai istilah yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas. Adapun

istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Pembuktian

Dalam jurnalnya Susanti Ante menyatakan bahwa Pembuktian
merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di
sidang pengadilan.® Sedangkan, M. Yahya Harahap berpandangan bahwa
“Pembuktian adalah suatu ketentuan terkait penggarisan dan pedoman
mengenai tahapan-tahapan yang dibenarkan undang-undang membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”’
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses
pemeriksaan yang tahapannya telah diatur dalam undang-undang untuk
membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan di muka

persidangan pengadilan.

2. Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak
Pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur
orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang
digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut
pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan
atau paksaan atau ancaman terhadap korban.®Sementara itu, Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan.®

® Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Jurnal Lex
Crimen, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013,him. 98.

" M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, ( Jakarta:
Sinar Grafika, 2003), him.273.

8pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

%Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak
adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan yang terkait dengan
hubungan seksual terhadap faraj atau dubur seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun dengan zakar pelaku atau benda lain yang
digunakan pelaku terhadap korban yang merupakan seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun dengan disertai kekerasan atau paksaan

atau ancaman.

3. Hukum Pidana Islam

Dalam Figh, Hukum Pidana Islam dikenal dengan Jinayah. Oleh
karena itu, Abdul al-Qadir Awdah berpandangan bahwa jinayah adalah
perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta
benda, atau lainnya. Sedangkan Sayyid Sabigq berpandangan bahwa kata
jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang
oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap
perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan
ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal
(intelegensi), harga diri, dan harta benda.°

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Jinayah adalah suatu tindakan yang
dllarang oleh syara’ dan bertrujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal,

harga diri, dan harta benda.

4. Qanun Aceh
Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan
Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat di Provinsi Aceh.'!Adapun pengertian yang menyebutkan

10sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Juz.Ill, (Kairo: Maktabah Dér al-Turast, 1970), him. 5.
Uwikipedia Ensiklopedia Indonesia, Qanun Aceh, dipublikasi di
https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh pada 24 November 2019.
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bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Aceh dengan persetujuan Gubernur.?

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh adalah suatu peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Aceh
dengan persetujuan Gubernur yang diberlakukan untuk masyarakat di

Provinsi Aceh.

F. Metode Penelitian

Arief Furchan menyatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu
teknik umum yang dipatuhi dalam pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan
untuk menjawab permasalahan yang akan dihadapi.’*Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif analisis, yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk memaparkan pemecahan masalah yang ada
sekarang berdasarkan data-data, serta menyajikan data, menganalisis, dan
menginterprestasi.’* Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kajian Pustaka.
Studi kasus merupakan suatu penelitian yang diarahkan untuk mengumpulkan data,
mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.®Adapun
kasus yang diteliti ialah pemerkosaan yang di lakukan terhadap anak. Jenis
penelitian yang terdapat dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah suatu kajian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak
dapat digapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara

kuantifikasi.'® Dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

12 pasal 1 Angka 41 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

BAndi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, cetakan ke-3, (Jogjakarta: A-
Ruzz Media, 2016), him. 18.

1bid., him. 44.

15Beni Ahmad Saebeni, Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya
IImiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), him. 141.

®Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan ke-2,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), him. 13.
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Penelitian kualitatif interaktif, yaitu suatu penellitian yang mendalam dengan
menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek dalam lingkungan
alamiahnya. Penelitian ini terdiri dari penelitian etnogtrafi, penelitian
fenomenologi, penelitian teori dasar, penelitian studi kasus, studi historis.
Penelitian kualitatif noninteraktif, yaitu suatu penelitian yang menghimpun data,
mengindentifikasi, menganalisa, dan mengadakan paduan data serta kemudian
memberikan cara terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwa yang secara
langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.*’

Jadi, jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini ialah penelitian

kualitatif noninteraktif yang tidak menghimpun data langsung dari subjek di

lingkungan yang hendak diteliti, akan tetapi peneliti menganalisa dan mengadakan

panduan data kemudian memberikan cara terhadap suatu kebijakan.

1. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan

utama dalam penelitian ini yaitu:

a.

Sumber Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek yang
diteliti.!® Data primer penelitian dari hasil Putusan Nomor 22 Tahun 2020
Mahkamah Syar’iyyah Aceh.

Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian
kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan
dengan masalah penelitian.'® Data sekunder terbagi dalam dua bahan hukum,
yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang

berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari

17 Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian..., him. 51-65.
18 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum_edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004),

him. 56.

19 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 34
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perundangan-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan
hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu: Qanun Nomor 6 Tahun 2014,
Qanun Nomor 7 Tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-
buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier adalah media internet.?

2. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.?

Teknik analisis data terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Teknik analisa data dekskriptif adalah suatu cara yang belum benar-benar
kualitatif karena bentuknya masih terpengaruh dari kebiasaan yang terdapat
dalam kuantitatif (kesimpulan) terutama dalam menempatkan teori pada data
yang diperoleh.

b. Teknik analisa data verifikatif adalah suatu cara analisis induktif terhadap suatu

data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan.

20| Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi
Mahasiswa Semester | Fakultas Hukum Universitas Udayana,2017, him. 2.
Zbid..., him. 244.
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c. Teknik analisis data ground theory adalah suatu teknik yang tidak
membutuhkkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk
mensterilkan subjektivitas peneliti.??

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk

menyelesaikan masalah dengan menggambarkan, menganalisa, menafsirkan, dan

menjelaskan data untuk menghasilkan data yang konkrit.

3. Teknik Penulisan
Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada Buku Pedoman
Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan
menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Adapun
sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari Pengertian Jarimah
Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap
Anak

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Pengertian
pembuktiaan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam pasal 181
Ayat (1) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,

Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Pasal 181

22Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: Kencana,
2011), him. 150-152.
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Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,
Problematika Pembuktian Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak menurut Pasal 181
Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,
Analisi Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Pasal 181
Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menurut Hukum Pldana Islam.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA
PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK MENURUT FIQIH JINAYAT

A. Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak
1. Pengertian Jarimah Permokasaan Terhadap Anak

Menurut bahasa, jarimah berasal dari kata 4« » - » > - s> yang berarti
berbuat dan memotong. Secara khusus kata tersebut digunakan terbatas pada
perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata
a2l - a2 yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran,
keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Sedangkan menurut istilah, jarimah merupakan suatu larangan syara’
yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir. Jarimah diartikan
sebagai delik atau perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu suatu tindakan
yang dilarang syara’ dan pelakunya diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman
had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut adalah melaksanakan apa yang
dilarang oleh-Nya atau meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya yang bersifat
syariat.?*

Dalam hukum pidana Islam jarimah diklasifikasikan menjadi 3 bagian,
yaitu:

1. Jaarimah Qishas. Kata: (k=" = Al-gashashu): bermakna bekas/
jejak. Hal tersebut semakna
dengan firman Allah QS. al-Kahfi: 64

Laiad L Bl e 13550

“Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”

2 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah),
(Badung: Pustaka Setia), him 14
2 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam Serta Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm 298.
17
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Dari akar kata yang sama lahir kata gishah (kisah) karena “Orang
yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahab demi tahab
sesuai dengan kronologis kejadiannya,”. Sementara qishash sendiri
bermakna: mengikuti, membalas penumpahan darah dengan bentuk
perbuatan yang sama. Ibnu Munzir dalam“Lisanul Arab” mendefinisikan
gishash: suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk
tindak pidana yang dilakukan, seperti bunuh dibalas dengan bunuh,
melukai dibalas melukai. Muhammad Ali al-Sais dalam tafsirnya “Tafsir
Ayat al-Ahkam” menginterpretasikan gishash diperlakukan sama dengan
apa yang dilakukan. Ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia
lakukan, maka itu akan memberikan bekas kepadanya.

Jaraimul Qishash, adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman
gishash atau diyat. Qishash artinya balasan yang sepadan, yaitu
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah
dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh di-
gishash dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang melukai yang
menyebabkan orang lain cacat digishash seperti perbuatannya misalnya :
gishash mata dengan mata, tangan dengan tangan, dan seterusnya.
jarimah yang masuk dalam kategori ini, yaitu jarimah pembunuhan.

. Jarimah Hudud atau Had adalah tindak pidana yang dikenai hukuman
had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-
ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah swt dan tidak dapat diganti
dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.
Jarimah hudud merupakan kejahatan yang dalam pidana kerena terkait
dengan kepentingan publik. Jumhur Ulama telah merumuskan macam-
macam jarimah hudud, yaitu: zina, qadzaf (tuduhan palsu zina), sarigah
(korupsi/mencuri), hirabah (merampok), riddah (murtad), al-baghy

(pemberontak) dan surb al-khamr (minum khamr).
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3. Jarimah Ta’zir adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan
hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa
(keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini
unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya
prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan
umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan
(bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar’i.
Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap
lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.?®
Sementara itu, Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat, jarimah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syariat Islam yang
dalam ganun ini diancam dengan ‘uqubath hudud atau ta’zir. Menurut Qanun
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan
perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang
perintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan ‘uqubath
hudud, gisas, diyat dan/atau ta 'zir.8

Dari Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah merupakan
melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam, bagi yang
melakukannya akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan, pemerkosaan dikenal dengan istilah (ightisab almar’ah)
Glaicl 3,4l atau (al-ikrah ‘ala al-zina) o/ S e U3V artinya perbuatan
menyetubuhi perempuan yang tidak halal untuknya menurut syari’at secara
paksa, baik itu perempuan merdeka maupun hamba sahaya.?’ lkrah (dipaksa)

menurut bahasa adalah membebankan suatu pekerjaan kepada seseorang yang

%5 Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur’an”,
Jurnal Koordinat, Vol.X1X, Nomor 1, Tahun 2020, him. 90-102.

% Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh,
2015), him 6.

27 Nouvan Moulia, Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih,
Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat, (Tesis), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry, 2021, him 1.
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orang itu sendiri tidak ingin melakukan pekerjaan tersebut. Dalam istilah figh,

paksaan adalah perbuatan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapi

atau menghindari dari padanya.?®

Adapun dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana pemerkosaan

dibagi menjadi dua, yaitu:?°

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata. Pada

pemerkosaan ini, pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang
berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan
berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah diberikan

hukuman dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata Pelaku yang melakukan

pemerkosaan dengan menggunakan senjata hukumannya sama dengan
pelaku perampokan, karena pemerkosaan yang dibarengi dengan
tindakan penyiksaan atau perempasan harta maka hukumannya akan
ditambah sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat
33 bahwa hukuman bagi pelaku perampokan yaitu dibunuh, disalib,
dipotong kaki dan tangannya secara bersilang dan diasingkan atau
dibuang.

Pemerkosaan juga dapat dibedakan dari sudut pandang korban terhadap

pelaku, yaitu:

1. Perkosaan yang pelakunya dikenal korban

a. Perkosaan oleh suami atau mantan suami
Perkosaan juga dapat terjadi dalam perkawinan, karena suami merasa
berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai

dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan istri. Tidak

2 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungaan Terhadap Korban Kekerasan

Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Refika aitama, 2001), him 137.

23.

29 Nurhayati, Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara
Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh. Al-Manabhij, Vol. XII, No. 1, Juni 2018, him
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jarang terjadi mantan suami yang merasa masih berhak untuk
memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

. Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan
seks dengan berbagai alasan; karena ia sudah menghabiskan uang
untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan
seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi,
atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. Ajakan
untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan
masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya dihormati
oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih dianggap normal bila kegagalan
membujuk tidak diikuti dengan pemaksaan. Tetapi jika pacar sampai
memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan.
Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan
berkata “tidak” tapi pacarnya tetap melakukannya itu berarti
perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang
lain karena korban malu dan takut disalahkan oleh orang-orang.

. Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain jika seorang perempuan dipaksa
berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan
di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang
berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

. Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh
lelaki dewasa. Problematika ini sangat peka dan sulit. Anak-anak
yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang
menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku.
Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga

yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak
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dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka
menyangkal kejadian tersebut dengan beralasan bahwa pelaku tidak

mungkin tega berbuat seperti itu.

2. Perkosaan oleh orang tidak dikenal

a.

Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh
sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan
oleh satu orang tidak dikenal dan orang-orang lain yang menyaksikan
kejadian tersebut ikut melakukannya. Sering terjadi pada beberapa
remaja yang memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar dianggap
“jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian”nya.

Perkosaan di penjara

Banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah
mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum
terjadi antara penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk
menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa dari pada
korbannya.

c. Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah pertempuran sering

memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki untuk menakut

nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka.*

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 Angka 30 yang

menyatakan bahwa:

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang
lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang
digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut

30 Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam

Peradilan Pidana, (Tesis), Magister llmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang,
2007, him 40-43.
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pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan

kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dari pasal diatas, dapat disimpukan bahwa pemerkosaan merupakan
suatu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan
menggunakan alat kelaminnya atau menggunakan benda lain  terhadap
kemaluan atau anus korban, atau melakukan suatu hal menggunakan mulut
pelaku terhadap kemaluan korban atau atau sebaliknya dengan menggunakan
kekerasan atau paksaan.

Dalam hukum Islam, Imam Syafi’ii berpendapat bahwa anak yang
dikatakan sudah mencapai usia baligh sempurnanya pada usia 15 (lima belas)
tahun. Bagi laki-laki usia baligh ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya
mani, sedangkan balighnya seorang perempuan ditandai dengan adanya haidh,
hal ini kemungkinan terjadi pada usia 9 tahun.

Dalam Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

menyebutkan bahwa:®!

“Anak adalah orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jarimah pemerkosaan
terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat islam,
dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasukan alat kelamin
pelaku ke kemaluan korban atau memasukan alat kelamin si pelaku ke mulut
korban dengancara memaksa korban, dalam hal ini korban merupakan
seseoranng yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Hal-hal yang menjadi pendorong penyebab orang menjadi korban
pemerkosaan bisa dilihat dari beberapa faktor berikut.

31 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
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. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika
berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk
berbuat tidak senonoh dan jahat.

. Gaya hidup atau model pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang
semaki bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang
seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya
dengan kaidah dan akhlak mengenai hubungan laki dan perempuan.

. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma
keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan
yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang
cenderung makin meniadakan peran agama sangat berpotensi untuk
mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang
diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan
kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan
dijatuhkan pada pelaku. Hal ini menjadi pendorong bagi masyarakat
lainnya untuk berbuat keji dan jahat karena tidak merasa takut dengan
sanksi hukum yang akan diterima.

Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu
seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya
untuk dicarikan pemuasnya.

Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap,
ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan

merugikannya.*?

32 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), him 72.
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Berbagai macam respon dapat mempengaruhi korban, bahkan efek dan
dampak pemerkosaan sangat berpengaruh pada fisik, emosional dan sikis
korban, seperti berikut ini:

a. Mengalami banyak tekanan .Korban pemerkosaan akan mengalami
begitu banyak tekanan dari luar maupun dari dalam dirinya. Misalnya
kasus pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan,
sehingga terjadi perubahan hormon pada tubuh dan tekanan secara sosial
dan ekonomi.

b. Depresi. Efek jangka pendek dan jangka panjang yang paling umum
terjadi akibat pemerkosaan adalah menyalahkan diri sendiri. Ada dua
jenis penyalahan diri, Pertama yaitu berdasarkan tindakan dimana
mereka merasa seharusnya melakukan sesuatu yang berbeda yang dapat
menghindari mereka dari kejadian buruk itu dan Kedua vyaitu
berdasarkan karakterdimana hal ini terjadi saat mereka merasa ada yang
salah pada dirinya dan merasa layak untuk dijadikan korban.

c. Sindrom trauma pemerkosaan. Setelah mengalami pemerkosaan,
umumnya korban sering mengalami goncangan yang cenderung merasa
kedinginan, pingsan, mengalami kebingungan, kelainan mental, gemetar,
mual dan muntah. Pasca pemerkosaan, seringkali korban mengalami
insomnia, mual dan muntah, mudah kaget dan terkeju, sakit kepala,
mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain, agresif, merasa
terasingkan, kesepian, mengalami mimpi buruk serta gejala mati rasa dan
rasa takut dan cemas yang meningkat.

d. Gangguan makan. Pengaruh dari pemerkosaan terjadi dalam berbagai
cara, salah satunya ialah kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin
melampiaskan stres, emosi dan trauma dengan cara menggunakan
makanan sebagai pelampiasan. Tindakan ini hanya memberikan efek
tenang sementara bagi korban, tetapi memiliki kemampuan untuk

merusak dalam jangka panjang.
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e. Mengalami perubahan hidup. Korban akan mengalami perubahan hidup
yang sangat ekstrim pasca kejadian tersebut. Misalnya anak perempuan
yang menjadi ibu di usia dini kemudian berhenti sekolah dan tidak
melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal.

f. Trauma berat. Dampak dari pemerkosaan sangatlah buruk bagi korban,
adapun dampak psikologis yang timbul akibat pemerkosaan berupa rasa
benci, dendam, memberontak, dan trauma. Dampak ini akan terus
dirasakan oleh korban hingga di masa depan. Secara psikis, korban yang
mengalami trauma berat akan menjadi penyendiri, tidak ingin menikah,

takut menghadapi lingkungan sosial bahkan bunuh diri.®

2. Dasar Hukum Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak
Dalam hukum Islam, jarimah pemerkosaan sama dengan jarimah zina,
hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan diluar hubungan perkawinan yang
sah. Akan tetapi, ada hal yang membedakan kedua jarimah ini, yaitu:
a. Jarimah pemerkosaan dilakukan dengan ancaman dan paksaan dari
pelaku, sedangkan jarimah zina dilakukan dengan suka sama suka.
b. Jarimah pemerkosaan hanya dijatuhkan hukuman kepada pelaku saja.
Sedangkan, jarimah zina dijatunhkan hukuman terhadap kedua pihak.
c. Jarimah pemerkosaan diberikan hak restitusi atau hak ganti kerugian
terhadap korban. Sedangakn, jarimah zina tidak mendapatkan hak

restitusi.

Dalam Al-qur’an Allah swt. Befirman:3

33 Hilmawati dan Ainal Hadi, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan

‘Uqubatnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Tapaktuan), JIM
Bidang

Hukum Pidana, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020, him 448-449.

34 Qs. Al-Mu’minun [23]: 5-7.
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“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-
siteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka
sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barangsiapa mencari dibalik
itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang
melampaui batas. ”

Dari ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar setiap orang
mampu menjaga kemaluannya dari isteri atau hamba sahaya maka orang
tersebut merupakan orang yang terpuji. Apabila orang tersebut tidak mampu
menjaga kemaluannya, maka orng tersebut tergolong ke dalam orang yang
tercela dan akan mendapat hukuman dari Allah swt.

Sementara itu, di Aceh secara khusus mengatur mengenai jarimah
pemerkosaan, yaitu pada Pasal 48 s.d 50 Qanun Aceh Nomor 6 Hujym Jinayat.

e Pasal 48 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan
diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus
dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima)
kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)
gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)
gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh
lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Dari Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang
sengaja melakukan jarimah pemerkosaan akan dijatuhkan hukuman
ta zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali paling banyak 175 kali
atau membayar denda paling sedikit 1.250 gram emas murni atau
paling banyak sebanyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling

singkat 125 bulan atau pali lama 175 bulan.
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e Pasal 49 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan
terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya,
diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling
sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak
2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150
(seratus lima puluh) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.”
Dari pasal diatas, dapat disimpulkan seseorang yang melakukan
jarimah pemerkosaan yang korbannya memiliki hubungan mahram
dengan pelaku, maka hukuma yang akan jatuhkan terhadapnya
cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali atau
membayar denda paling sedikit 1.500 gram emas murni dan paling
banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling lama 150 bulan

dan paling lama 200 bulan.

e Pasal 50 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan
‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali,
paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500
(seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)
gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh)
bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa aapabila jarimah
pemerkosaan dilakukan terhadap anak (anak yang belum berusia 18
tahun dan belum menikah), maka akan dijatuhkan hukuman cambuk
paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali atau membayar
denda paling sedikit 1.500 gram emas murni atau paing banyak 2.000
gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling
banyak 200 bulan.
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Pasal diatas, dijatuhkan kepada pelaku jarimah pemerkosaan hanya
saja, hukuman yang diberikan tergantung kepada status korban dan usia korban.
hal ini dapat dilihat pada Pasa 48 dijatuhkan kepada usia dewasa dan tidak
memiliki hubungan mahram dengan pelaku. Sementara itu, pasal 49
memaparkan hukuman untuk pelaku jarimah pemerkosaan yang korbannya
memiliki hubungan mahram dengan pelaku. Sementara itu, pada pasal 50
memaparkan bahwa pelaku jarimah pemerkosaan yang korbannya merupakan

anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

3. Unsur Jarimah Permerkosaan Terhadap Anak
Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah jika perbuatan tersebut bisa
merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya,
merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya,
perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan
dipelihara, dasar larangan melakukan jarimah ialah pemeliharaan kepentingan
masyarakat itu sendiri.*®
Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar/tindak
pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur jarimah. *Abdul Qadir
Audah menjelaskan unsur-unsur umum dari jarimah sebagai berikut:
1. Unsur formal (rukun syar’i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil (rukun madi), adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moral (rukun adabi), pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

diperbuatnya.®®

% Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam Serta Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: KENCANA, 2016), him 298.

3% Abdul Qadir Audah, “at-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islami”, dalam Ali Geno Berutu, Fikih

inayat (Hukum Pidana Islam), (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), him 2.
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Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Dalam
masing-masing tindak pidana terdapat unsur umum dan unsur khusus. Unsur-
unsur perbuatan pidana berfokus kepada tiga hal, yaitu:

a. Subjek perbuatan, yaitu pelaku atau terkait dengan pertanggungjawaban
pidana, keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan
dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan
tindak pidana.

b. Objek perbuatan yaitu perbuatan apa saja yang dilarang dan biasanya
disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.
Istilah-istilah tersebut adalah terjemahan dari kata jarimah dalam bahasa
Arab. Strafbarfiet dalam bahasa Belanda, delict dalam bahasa Latin atau
criminal act dalam bahasa Inggris.

c. Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan
kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat
dianggap bertangung jawab.

Dalam hukum pidana unsur-unsur diatas merupakan hal yang sangat
diperlukan untuk menjatahukan hukuman terhadap pelaku jarimah dalam arti
kata, pelaku tindak pidana harus jelas siapa pelaku yang melakukan tindak
pidana, perbuatan apa yang dilakukan pelaku, sehingga membuatnya dihukum,
bahkan hukuman yang jatuhkan kepada pelaku harus bisa membuat si pelaku
jera untuk mengulangi perbuatannya serta membuat sadar pelaku bahwa
tindakan yang ia lakukan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan

merugikan orang lain.

B. Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak
1. Pengertian Pembuktian
Pengertian pembuktian secara yuridis menurut pendapat Riduan
Syahrani, ialah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim

yang memerika perkara tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu
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kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dibuktikan. Semantara itu,
Bambang Waluyo menyatakan bahwa pembuktian sebagai suatu proses
bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan ataupun dipertahankan
sesuai dengan aturan yang berlaku.®” Selain uraian diatas, pembuktian juga
berarti memberikan penjelasan (pernyataan) kedudukan hukum yang semestinya
berlandaskan pada keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh
para pihak yang bersangkutan.®

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai pembuktian, maka kita

harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian bukti, terbukti, dan
pembuktian mengatakan bahwa:

a. Bukti merupakan suatu hal berupa peristiwa atau kejadian yang cukup
untuk memperlihatkan kebenaran suatu kejadian tersebut.

b. Tanda bukti, barang bukti merupakan suatu hal yang menjadi tanda
akan peristiwa tersebut terjadi.

c. Pembuktian merupakan suatu perbuatan untuk membuktikan bahwa
kejadian tersebut benar adanya.

d. Dalam proses pembuktian terdapat sistem pembuktian yang berguna
untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap suatu
perkara yang sedang dalam tahap pemeriksaan.

e. Membukti mempunyai pengertian:

e Memberikan atau memperlihatkan bukti;
e Menandakan, menyatakan bahwa suatu peristiwa tersebut benar
telah terjadi.®®

37 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), him. 60.

% Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung: Aluni, 1992),
him.90.

39 Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar
Maju, 2001) him. 1.
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Pembuktian dalam hukum acara pidana Islam adalah bagian yang sangat
terpenting, karena hal ini mejelaskan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh
terdakwa benar telah terjadi. “°

Hukum acara pembuktian pada pidana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Penunjukan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim
untuk mendapatkan gambaran suatu peristiwa pidana yang sudah
lampau.

b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan untuk
melakukan tindak pidana.

c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. 4

2. Dasar Hukum Pembuktian

Mengenai pengertian tidak dijelaskan secara khusus di dalam Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat hanya saja aturan
tersebut menjelaskan mengenai tata cara serta alat-alat yang bisa dijadikan bukti
dalam suatu persidangan. Sebelum mengajukan bukti di muka persidangan, ada
beberapa tahap yang harus dilalui guna untuk membukti bahwa jarimah

pemerkosaan tersebut benar terjadi, yaitu:

a. Dalam Pasal 6 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan
bahwa Penyelidikan merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang
telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun
untuk melakukan penyelidikan.

b. Dalam Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang

menyatakan bahwa penyidikan merupakan penjabat Polri dan

40 Andi Hamzah, Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia,(Jakarta: 2008), him.
245.

41 Hariati Kalia, “pembuktia tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka (studi putusan
nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)”, Jurnal llmu Hukum egal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013,
him. 2-3.
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PPNS yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan
penyidikan.

c. Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang
mneyebutkan bahwa penuntut umum menyebutkan bahwa
Penuntut Umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam
daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun ini dan Peraturan

Perundang-Undangan lainnya.

Uraian diatas merupakan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk
membuktikan bahwa suatu jarimah pemerkosaan benar telah terjadi yang
korbannya merupakan seorang anak dibawah umur. Hakim dalam menjatuhkan
hukum harus memperhatikan unsur serta bukti yang dihadirkan oleh pihak
penuntut umum. Hal ini dilakukan agar hakim tidak keliru dalam menjatuhan

hukum terhadap putusan yang ditetapkannya.

3. Macam-Macam Alat Bukti
Pada Pasal 181 ganun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan
bahwa:
a. Alat bukti yang sah terdiri atas:
a. keterangan Saksi;
b. keterangan ahli;
c. barang bukti;
d. surat;
e. bukti elektronik;
f. pengakuan Terdakwa;
g. keterangan Terdakwa;
b. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

a. Keterangan Saksi
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Keterangan saksi merupakan segala bentuk penyataan yang
disampaikan oleh saksi di sidang Mahkamah (Pasal 182 Ayat (1)
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Dalam Pasal 182 ayat (1) sampai
dengan Ayat (9) menjelaskan bahwa:

e Suatu perbuatan pidana dinyatakan benar telah terjadi tidak
hanya dibuktikan melalui keterangan saksi, kecuali disertai
dengan alat bukti yang sah. Hal ini dilakukan agar
menghindari saksi untuk memberi keterangan palsu.

o Khusus untu jarimah zina saksi yang harus dihadirkan harus
berjumlah dengan syarat bahwa keempat orang tersebut harus
melihat peristwa jarimah zina tersebut terjadi dari awal
hinggal akhir. Dalam jarimah zina, apabila pelaku
memberikan keterangan palsu, maka saksi akan dijatuhkan
hukuman jarimah gadzaf.

e Ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim dalam
menilai keterangan yang saksi berikan, berupa Integritas, cara
hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat
mempengaruhi kualitas kejujuran (adalah) Saksi, persesuaian
antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, persesuaian
antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, dan alasan
yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi

keterangan.

b. Keterangan Ahli
Keterangan ahli merupakan segala hal yang dinayatakan oleh
seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah
(berlandaskan pada pasal 183 Ayat (1) Qanun Aceh Nmor 7 Tahun
2013). Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib disumpah.
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Barang bukti

Barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk
melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya,
atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan
penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun
diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor,
saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat
menjadi bukti dilakukannya jarimah. (Berlandaskan pada pasal 184
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Barang bukti tersebut diberikan

dengan syarat harus dilampirkan dalam berita acara.

Surat

Dalam Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan

bahwa :

1. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d,
yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
merupakan:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau
keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal

atau sesuatu keadaan; dan
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c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang
diminta secara resmi kepadanya;

2. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.

Barang elektronik

Barang elektronik merupakan seluruh bukti tentang telah
dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa
sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat
dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui
alat perantara (berlandaskan pada pasal 186 Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013). Barang elektronik tersebut berupa rekaman CCTV,

video ataupun foto.

Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa merupakan segala bentuk penyataan Terdakwa

di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan,

atau dia ketahui atau dia alami sendiri, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan hakim dalam melihat pengakuan terdakwa, yaitu:

e Pengakuan yang terdakwa berikan harus diiringi dengan alat bukti
yang sah. Kecuali, kasus jarimah zina.

e Pengakuan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

e Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan
menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk
melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan
jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau
pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan

tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak
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lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan
diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf,

merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan “Uqubat.

g. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri

atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan

kepadanya. (berlandaskan pada pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7

Tahun 2013). Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus

mempertimbangkan mengenai keterangan terdakwa, berupa:

e Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

e Keterangan terdakwa hanya berlaku atas dirinya sendiri.

e Keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia

bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

C. Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Berlandaskan Pada Pasal 49
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pengertian mengenai definisi jarimah pemerkosaan dalam ganun Aceh

nomor 6 tahun 2014 berbeda jauh dengan definisi yang dijabarkan mengenai

jarimah zina. Selain itu, mengacu kepada dalil-dalil yang telah ada yang bersifat

umum, perumusan definisi yang diciptakan mengenai jarimah pemerkosaan

lebih memperhatikan keselamatan, keamanan serta perlidungan korban dengan
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mengacu pada fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Melalui ihktiar para
ulama, maka terciptalah definisi mengenai jarimah pemerkosaan yang terdapat
dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat yang berbunyi:

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang
lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan
pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap
mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau
ancaman terhadap korban

Mengenai bunyi pasal diatas terdapat beberapa unsur yang harus
dipahami, yaitu
1. Hubungan seksual

Hubungan seksual merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan alat
kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal —hal yang
berhubungan dengan perkara-perkara dengan intim antara laki-laki dengan

perempuan. 42

2. Faraj atau dubur

Faraj dalam kamus BBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) memiliki arti
farji yang berarti kemaluan wanita.*®> Sementara itu, dubur atau anus adalah
sebuah bukaan dari lubang terakir dari usus bersar pada beberapa jenis mamalia
yang berakhir di anus untuk ke lingkungan luar. Anus manusia terletak pada

bokong atau pantat manusia.

3. Orang lain

42 7ainun Mu’tadin, “Pendidikan Seksual pada Remaja”, dalam http:/www.e-
psikologi.com/remaja/100702.htm Jakarta, diunduh pada 22 Juli 2023.

4 Glossarium Online, Pengertian Faraj, dalam https://glosarium.org/arti-faraj/ ,
Malaysia, diunduh pada 22 Juli 2023.
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Orang lain merupakan suatu kata yang ditujukan kepada manusia yang

bukan dirinya atau pihak ke dua setelah dirinya.

4. Korban

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Zakar
Zakar memiliki makna berupa alat kelami pria atau biasa yang disebut
dengan penis. Penis merupakan suatu alat pembuang sisa metabolisme yang

berbentuk seperti cairan yang digunakan pria untuk bereproduksi.

6. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu aktifitas.

7. Mulut
Mulut merupakan suatu organ yang berfungsi sebagai pencernaan untuk
mengunyah, menelan serta mencerna makanan dan minuman menuju ke

lambung.**

8. Kekerasan

SueTitus Reid berpendapat mengenai pengertian tindak kekerasan
sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi
atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur unsur yang

ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan

4 Tim Medis Siolam Hospital, “Mengenal Anatomi dan Fungsi Mulut dalam Sistem
Pencernaan”, Jakarta, diunduh pada 22 Juli 2023.
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dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat
dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat

digolongkan sebagai tindak kekerasan.*

9. Paksaan
Paksaan merupakan sesuatu yang membawa orang lain kepada apa yang

tidak disenanginya.*

10. Ancaman

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat,
baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa
takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang
berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan
pidana.*’

Hakim dapat menyatakan perbuatan si pelaku merupakan jarimah
pemerkosaan, apabila si pelaku telah memenuhi unsur yang telah dipaparkan
sebelumnya. Apabila tidak memenuhi unsur tersebut, maka jarimah tersebut
tidak bisa dikategorikan ke dalam jarimah pemerkosaan.

Suatu permasalahan yang terjadi di lapangan, bocah yang berusia 10
tahun yang berinisial PD, sedangkan pelaku yang merupakan paman korban
yang berinisia DP. DP merupakan seorang yang bekerja di Malaysia, Namun
pandemi melanda pada tahun 2020 yang membuat DP dipulangkan. Hal ini
membuat DP meminta izin kepada Ayah Korban untuk menumpang menginap
di rumahnya. Setiap PD ditinggal oleh ayah dan ibunya ke luar, hanya ada DP
dan PD di rumah. Di saat itulah, DP memperkosa PD. PD sudah berusaha

% Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ‘Kriminologi”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 21.

46 Mahmudin, “Ikrah (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Keislamandan
Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020, him. 135.

47 Paralegal Id, “Ancaman”, Jakarta, di unduh dalam
https://paralegal.id/pengertian/ancaman/ pada 22 Juli 2023.
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memberontak akan tetapi, PD tetap berusaha keras agar nafsu birahinya tertuang
kepada keponakannya yang masih berusia 10 tahun.

Dari kasus diatas, PD dapat dijatuhkan hukuman dalam Pasal 49 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan
terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan
‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling
banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus)
gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara
paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dari pasal tersebut, dapat ditarik beberapa unsur, diantaranya:

e Setiap orang merupakan seorang perseorangan.*®

e Dengan sengaja merupakan menghendaki dan mengetahui apa yang

diperbuat atau dilakukan.*®

e Jarimah pemerkosaan merupakan suatu tindakan menggunakan alat

kelaminnya atau menggunakan benda lain terhadap kemaluan atau
anus korban, atau melakukan suatu hal menggunakan mulut pelaku
terhadap kemaluan korban atau atau sebaliknya dengan menggunakan
kekerasan atau paksaan yang dilarang oleh syari’at Islam.

Dalam hukum pidana apabila pelaku tidak memenuhi unsur yang
terdapat diatas, maka, pelaku tidak dapat dijatuhkan hukuman jarimah
pemerkosaan. Dalam hukum Pidana Islam terdapat beberapa unsur, yaitu

e Unsur formal (rukun syar’i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang

melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini
seperti jarimah pemerkosaan yang terdapat dalam Pasal 49 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Acara Jinayat.

“8 Pasal 1 Angka38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

49 Dian Dwi Jayanti, “Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana”,
dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-
hukum-pidana-It5ee8aa6f2ald3/ , Jakarta, Diunduh pada 22 Julli 2023.
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e Unsur materil (rukun madi), adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
Dalam hal ini jarimah yang dilakukan oleh DP merupakan jarimah
pemerkosaan dimana korban (PD) yang masih berusia 10 tahun.

e Unsur moral (rukun adabi), pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
diperbuatnya.>® Seperti DP yang sudah berusia diatas 18 tahun dan
belum menikah yang sudah baligh dan bisa dimintai untuk
pertanggungjawaban atas perbuatan dirinya.

Dalam hukum Islam, Kasus ini sudah memenuhi unsur yang terpenuhi

yang dilakukan oleh DP terhadap PD. Yang membuat PD mengalami gangguan

psikis dan menderita fisik atas perbuatan DP.

50" Abdul Qadir Audah, “at-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islami”, dalam Ali Geno Berutu, Fikih
inayat (Hukum Pidana Islam), (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), him 2.



BAB 111
PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK DALAM QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT

A. Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Terdapat
Dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat

Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan substansi adanya

fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis
terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang
jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana. Pembuktian dalam hukum
acara pidana merupakan upaya untuk memperoleh keterangan melalui alat-alat
bukti dan barang bukti sehingga hakim meyakini benar tidaknya perbuatan
pidana yang didakwakan terhadap tersangka serta mengetahui ada tidaknya
kesalahan pada terdakwa.>*

Pada kasus yang termuat dalam putusan Nomor 22 Tahun 2020
Mahkamah Syar’iyyah yang memuat jarimah pemerkosaan anak dibawah umur
yang dilakukan oleh paman korban. Jarimah pemerkosaan ini terjadi di Aceh
Besar. Jarimah ini terjadi bermula dari sang anak yang tinggal di rumah dengan
sang paman tanpa ada ibu dan ayahnya di dalam rumah tersebut. Sang bu yang
sedang belanja ke pasar dan sang Ayah pergi. Alhasil, korban ditinggal berdua
dengan terdakwa. Disini lah muncul niat korban untuk melakukan pelecehan
seksual terhadap korban. Korban sudah berusaha untuk meminta bantuan, tapi
tidak ada yang mendengar.

Permasalahan dijatuhakan uqubath yang berlandaskan pada Pasal 49
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu, pada

51 Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana (Bandung: Pustaka Setia, 2015),
him.110.
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Pasal 52 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pembuktian yang
paling utama dalam menyatakan bahwa jarimah pemerkosaan ini terjadi, yaitu
pengakuan dari korban yang menyatakan bahwa benar ia telah diperkosa oleh
pamannya. Selain itu, dalam Qanun Jinayat, setiap orang yang hendak
dijatuhkan hukuman harus dibuktikan dengan beberapa bukti yang sah dan
disertai dengan keyakinan hakim. Pembuktian mengenai jarimah diatur dalam
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hal ini
berlandaskan pada Pasal 181 Ayat (1) dinyatakan bahwa

Alat-alat bukti yang sah terdiri dari:
a. keterangan Saksi;

b. keterangan ahli;

c. barang bukti;

d. surat;

e. bukti elektronik;

f. pengakuan Terdakwa;
g. keterangan Terdakwa;

Dalam jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh DP terhadap PD
terdapat alat bukti yang sah berupa keterangan saksi yang diberikan oleh PD
dalam sebuah video, surat.

a. Keterangan saksi merupakan segala pernyataan yang disampaikan oleh di
mahkamah.®®> Akan tetapi, apabila saksi tidak dapat hadir di muka
persidangan, diakibatkan dari meninggal dunia atau berhalangan hadir
karena alasan yang sah atau tidak dihadirkan dikarenakan jauhnya tempat
tinggal saksi atau atau ada tugas yang berkaitan dengan negara, maka
keterangan saksi yang telah diberikan pada saat penyelidikan dan
penyidikan dapat dibacakan.®® Syarat dalam menjadi saksi di muka

persidangan, vyaitu saksi harus disumpah, sebelum memberikan

52 Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
%3 Pasal 128 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
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keterangan.>* Akan tetapi, apabila semua pernyataan yang diberikan oleh
saksi ternyata palsu, maka pelaku akan dijatuhkan uqubath terhadap
saksi.> Dalam hal ini keterangan saksi yang disampaikan oleh PD sebagai
korban dan lbu PD. Sebelum memberikan keterangan PD dan lbunya
sudah disumpah terlebih dahulu.

b. Keterangan ahli adalah keterangan yang diiberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.®® Ahli
sebelum memberikan keterangannya, wajib disumpah. Sama halnya
dengan yang dilakukan saksi sebelum memberikan keterangan.

c. Barang bukti merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk
melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah atau hasilnya atau
bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di
tempat kejadian perkara atau di tempat lain, atau diserahkan atau
dilaporkan keberadaanya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka
atau pihak ain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya
jarimah.>” Barang bukti yang diajukan pada tahap pemeriksaan harus
dibuat dalam berita acara.>®

d. Surat merupakan suatu surat yang diberikan oleh badan resmi. Surat ini
berupa seperti hasil surat visum yang diberikan oleh ahli forensik. Surat
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

e Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

54 Pasal 158 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

% Pasal 170 Ayat (1) Qanun Aceh Nomr 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

% Nixon Wulur, Keterngan Ahli dan Pengaruhna terhadap Putusan Hakim, Jurnal Lex
Crime, Vol. VI, No.2, Maret-April 2017, him. 154.

57 Pasal 184 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

%8 Pasal 184 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
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dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangan itu;

e Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan
bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan

e Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi kepadanya;

e. Bukti elektronik adalah seluruh bukti mengenai telah dilakukannya
jarimah dan oorang ang melakukannya berupa sarana yang memakai
perangkat elektronik atau optik yang dapat dibaca, dilihat atau didengar,
baik secara langsung maupun alat perantara.*

f. Pengakuan terdakwa merupakan semua yang terdakwa nyatakan di sidang
atas inisiatif sendiri mengenai perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui
atau dia alami.®°

g. Keterangan terdakwa merupakan segala bentuk pernyataan yang
disampaikan terdakwa di Mahkamah.®?

Dari alat bukti yang disebutkan diatas, bahwa DP dapat dinyatakan
bersalah. Dalam jarimah ini alat bukti yang digunakan merupakan keterangan
saksi yang dinyatakan oleh PD dan ibu PD, serta keterangan yang disampaikan
oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh pihak
Penuntut Umum yang menyatakan bahwa DP harus di cambuk sebanyak 200
kali atau membayar denda sebanyak 2.000 gram emas murni atau penjara
selama 200 bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini, penuntut Umum menuntut DP

%9 Pasal 186 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
60 Pasal 187 Ayat (1) Qanun Nmor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
b1 Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
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hukuman maksimum. Dalam hal ini, penuntut Umum memberikan hukuman
tersebut dengan alasan bahwa pelaku melakukan jarimah pemerkosaan terhadap

keponakannya yang merupakan mahram dari dirinya.?

B. Problematika Pembuktian Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak
menurut Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat

Indonesia merupakan negara hukum. Sementara, di Aceh sangat

menjunjung tinngi Syari’at Islam, maka dari hal tersebut Aceh sangat
menjunjung tinggi Qanun yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Apabila
seseorang yang melakukan jarimah, dan terbukti melakukan jarimah disertai
dengan alat bukti yang sah, maka hakim dapat mejatuhkan hukuma atas
pebuatan pelaku.

Dalam hal ini yang hendak dibahas ialah jarimah pemerkosaan yang
dilakukan oleh DP (paman korban) terhadap PD (anak yang berusia 10 tahun) di
Aceh. Hal ini bermula dari DP yang bekerja di Malaysia, kemudian di PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi dari COVID-19. Ini yang menjadi
alasan DP untuk menginap dirumah yang dimiliki orangtua PD. DP merupakan
adik ayahnya PD. Suatu hari, ibu PD berbelanja ke pasar, sematara ayahnya
bekerja. Dan hanyalah tinggal PD dan DP dirumahnya. DP yang melihat PD
dengan penuh nafsu birahinya dan berushaa menahan. Akan tetapi, usaha yang
dilakukan oleh DP gagal juga. Akhirnya DP memperkosa PD yang pada saat itu
beruai 10 tahun. PD sudah berusaha mengjindar dari perbuatan keji sang paman.
Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan oleh PD sia-sia. Hal ini dikarenkan sang
paman yang sangat brutal saat memperkosa dirinya, sehingga PD tidak bisa lagi

melakukan perlawanan.

62 Rachmawati, “Perkosa Bocah 10 Tahun, Ayah dan Paman di Aceh Divonis Bebas,
Hasil Visum tidak Dijadikan Alat Bukt”, dalam
https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/141400878/perkosa-bocah-10-tahun-ayah-dan-
paman-di-aceh-divonis-bebas-hasil-visum-tak?page=all , Jakarta, diunduh pada 23 Juli 2023.
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Dari kasus diatas, pihak Penuntut Umum menuntut agar DP dijatuhkan
hukuman 200 bulan penjara atau setara dengan penjara 16 tahun 8 bulan. Alasan
pihak Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman ini terhadap DP
dikarenakan DP merupakan paman korban, dalam hal ini PD adalah ada
memiliki hubungan mahram dengan DP. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam melakukan penuntutan, pihak Jaksa Penuntut Umum dalam
menuntut DP menyertakan alat bukti yang sah, berupa hasil visum yang
diberikan oleh pihak forensik, rekaman video kesaksian PD terhadap apa yang
menimpa pada dirinya, serta keterangan terdakwa yang memberikan peryataan
mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan.

Apabila merujuk pada Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013 bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menyerahkan alat bukti yag sah
sesuai dengan peraturan tersebut. Akan tetapi, hakim menolak segala bukti yang
diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa hal yang membuat
hakim tidak menerima alat bukti yang telah diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut

Umum, yaitu:

e Kesaksian yang diberikan oleh PD dalam sebuah video yang
diintrogasi oleh pihak Jaksa tidak dapaat dijadikan alat bukti yang
sah. Dalam hal ini, hakim menyatakan alat bukti video yang
dihadirkan oleh Pihak Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima.
Hal ini dikarenakan dalam rekaman video tersebut, PD hanya
memberi jawaban mengangguk tanpa mengeluarkan kata yang
memberikan penjelasan kepada pihak hakim.

e Alat bukti berupa visum yang diberikan pihak forensik dalam bentuk
surat. Alat bukti ini juga ditolak oleh hakim. Hal ini dikarenakan
hasil visum yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tidak
dapat memperlihatkan bahwa DP merupakan pelaku jarimah
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pemerkosaan terhadap PD. Hakim beranggapan bahwa hasi visum
tidak kuat.

e Keterangan terdakwa yang disampaikan oleh DP. Alat bukti sah ini
diterima oleh hakim. Hal ini dikarenkan terdakwa menjelaskan
semua kronologi jarimah pemerkosaan yang dilakukannya terhadap

PD yang merupakan keponakannya.

Walaupun keterangan terdakwa dipaparkan di muka Mahkamah. Akan
tetapi, kasus ini tidak bisa dijatuhkan hukuman terhadap DP. Hal ini
dikarenakan alat bukti yang diterima oleh hakim hanya 1 buah dan kayakinan
hakim dalam memutuskan perkara serta menolak bukti yang diberikan oleh

pihak Jaksa Penuntut Umum.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuktian jarimah pemerkosaan yang berlandaskan pada Pasal 181 Ayat
(1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 sudah dilaksanakan oleh
pihak Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Akan tetapi, Pasal 181 Ayat (1)
huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 belum dilaksanakan dengan
baik oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dengan hakim yang menolak
kesaksian korban, dikarenakan korban hanya memberi jawaban dengan
mengangguk tanpa mengeluarkan kata, padahal sang anak bukan tuna
rungu. Selanjutnya, hakim menolak alat bukti berupa surat, yaitu hasil
visum. Hal ini dikarenakan hakim berpendapat bahwa hasil visum tidak
menunjukkan bahwa DP adalah pelaku jarimah pemerkosaan. Akibat dari
hal ini, hakim menyatakan bahwa DP Dibebaskan.

2. Hukum Islam memandang Pasal 181 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor
7 Tahun 2013 menyatakan bahwa bukti elektronik berupa video dapat
dijadikan alat bukti yang sah. Hanya saja alat bukti ini digunakan sebagai
pendukung, bukan alat bukti yang utama. Hal ini dikarenakan jarimah
pemerkosaan harus disaksikan oleh orang lain yang melihat kejadian

tersebut terjadi.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:
1. Alangkah lebih baiknya, hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap
pelaku jarimah lebih mempertimbangkan segala bentuk hukuman yang
hendak dijatuhkan dengan mempertimbangkan kerugian yang korban

alami akibat perbuatan pelaku. Hal ini dilakukan bertujuan untuk korban
50



merasa mendapatkan keadilan dan mendapatkan hak restitusi. Akibat
perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku.

. Kepada orangtua agar tidak meninggalkan anak di dalam rumah dengan
kondisi tanpa pengawasan pihak wanita juga. Hal ini mengakibatkan hal
buruk terjadi, akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan

nafsunya.

51
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